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ABSTRAK
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP
KORBAN DALAM UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Perkembangan tindak pidana korporasi di bidang lingkungan hidup di
Indonesia terus meningkat. TPLH menimbulkan dampak yang sangat kompleks
tidak hanya sumber daya alam tetapi juga manusianya. Pihak yang sangat
merasakan dampak dari tindak pidana tersebut adalah korban. Perlindungan dan
pengelolaan TPLH diatur dalam UU No. 32 tahun 2009. Pertanggungjawaban
dapat dikatakan sebagai suatu perlindungan hukum secara tidak langsung bagi
para korban tindak pidana. Akan tetapi, pertanggungjawaban berdasarkan asas
ultimatum remidium, artinya bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir bagi
suatu perbuatan hukum. Selain itu, dalam hal pertanggungjawaban korporasi
subjek hukum yang dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana belum diatur
secara jelas.

Dari latar belakang tersebut, maka muncul permasalahan yakni bagaimana
hukum pidana Islam memandang pertanggungjawaban tindak pidana korporasi
terhadap korban dalam UUPPLH Tahun 2009.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research).
Dengan menggunakan pendekatan secara yuridis normatif dimana mendekati
masalah pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban di bidang
lingkungan hidup dengan mendasarkan pada teks Al-quran dan Hadist serta
pendapat para ulama terdahulu. Dalam penelitian ini menganalisis juga UU No.
32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban terhadap korporasi
dibebankan kepada orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum.
Pertanggungjawaban dilihat dari tiga unsur yaitu, kemampuan bertanggungjawab,
kesalahan, dan unsur pemaaf. Untuk menentukan adanya kesalahan dilihat dari
ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur tersebut dapat
dikaitkan dengan asas strict liability.

Selain itu, tindak pidana korporasi hanya dapat dilakukan dengan penyertaan.
Artinya bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindakan dengan sendiri tetapi
ada seseorang yang turut berbuat jarimah (al-istirak fi al-jarimah).

Pertanggungjawaban sebagai perlindungan bagi korban dalam hukum Islam
dengan memberikan ganti rugi berupa denda kepada korban seperti yang
dirumuskan dalam UUPPLH tahun 2009. Jadi pertanggungjawaban pidana
korporasi terhadap korban dalam UUPPLH tahun 2009 adalah sejalan dengan
tujuan hukum Islam, yaitu menjaga kemaslahatan manusia.
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan dalam bidang industri yang semakin maju, memberikan peran
yang besar bagi korporasi. Peran korporasi dalam pembangunan tersebut seperti
meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pemasukan negara dalam bentuk
pajak, devisa, serta penyediaan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat. Hal
tersebut juga menjadi salah satu faktor perkembangan korporasi yang begitu
cepat.

Selain itu, sifat korporasi yang dapat menjangkau seluruh wilayah bisnis dan
mempunyai kemampuan untuk tumbuh serta mendatangkan keuntungan
menjadikan perkembangan korporasi sangat cepat. Keadaan ini juga didukung
oleh peran Pemerintah melalui peraturan-peraturan yang memberi kemudahan
berusaha dan fasilitas lainnya.

Peran penting korporasi dan tujuan korporasi untuk mendapatkan keuntungan
besar dapat menjadi celah bagi korporasi melakukan perbuatan melawan hukum.
Salah satu yang menjadi perhatian saat ini adalah tindak pidana oleh korporasi di
bidang lingkungan hidup.

Dalam SK Menlh No. 394 Tahun 2013 tanggal 9 Desember 2013 menunjukan
dari 1812 perusahaan yang di pantau terdapat 17 perusahaan yang berperingkat
hitam, 611 berperingkat merah, 1039 berperingkat biru, 113 perusahaan

berperingkat hijau dan 12 perusahaan berperingkat emas dan 20 perusahaan tidak



diumumkan.® Dari data tersebut menunjukkan bahwa masih minimnya perusahaan
yang peduli terhadap lingkungan hidup dalam manajemen perusahaannya. Contoh
Perusahaan yang berperingkat hitam adalah CV. Muara Jaya, PT. NIl Tanasa,
PLTU Amurang- Moniot Kab. Minsel, PT. Cheil Jadang Superfeed, dan
sebagainya.’

Meskipun telah ada peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana
lingkungan hidup, namun masih banyak perusahaan berbentuk badan hukum atau
korporasi melakukan TLPH. Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
mengenai lingkungan hidup dituangkan dalam UU No. 4 tahun 1982 (UULH
tahun 1982) jo. UU No. 23 Tahun 1997 (UUPLH tahun 1997) kemudian
disempurnakan dengan UU No. 32 Tahun 2009 (UUPPLH tahun 2009).

Ketiga UU tersebut, telah mengatur korporasi sebagai subjek hukum dan juga
subjek pidana. Berbeda dengan peraturan dalam KUHP, bahwa korporasi hanya
sebagai subjek hukum saja. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi korporasi
yang terdapat dalam UU No. 23 tahun 1997, belum menyebutkan secara jelas
subjek pidana bagi korporasi. Apabila korporasi melakukan tindak pidana,
UUPLH belum mengatur siapa yang harus bertanggungjawab atas perbuatan

tersebut. Penerapan sanksi lebih menerapkan pada sanksi administrasi bagi

! Perusahaan berperingkat hitam adalah perusahaan yang belum melakukan upaya
pengelolaan lingkungan yang berarti, perusahaan berperingkat merah adalah perusahaan yang telah

melakukan upaya pengelolaan lingkungan tetapi belum taat pada UU.

? Sekertariat PROPER kementerian Lingkungan Hidup, Pelaksanaan PROPER 2012-2013.



korporasi pelaku TPLH. Selain itu, UUPLH tahun 1997 belum merumuskan
mengenai perlindungan bagi korban TPLH.

UUPLH tahun 1997, belum mengatur sepenuhnya mengani perlindungan
korban sebagai pertanggungjawaban dari TPLH. Dapat dilihat dalam Pasal 30
ayat (3) bahwa gugatan hanya dapat dilakukan apabila upaya penyelesaian
sengketa tidak mendapat kesepakatan. Artinya, bahwa UUPLH tahun 1997
menerapkan asas ultimum remedium, di mana upaya hukum merupakan upaya
terakhir dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Dapat dilihat bahwa dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana korporasi
sangat besar dan kompleks. Korbannya bisa berjumlah puluhan, ratusan bahkan
ribuan orang. Contohnya, kasus lumpur Lapindo di Jawa Timur yang memakan
banyak korban. Selain itu korporasi, sebagai non state actor mempunyai
immunity (kekebaan hukum) atas berbagai kejahatan yang dilakukan sehingga
meskipun mereka melakukan kejahatan upaya hukum apapun untuk
memprosesnya tidak akan berjalan secara maksimal.?

Masih kurangnya pengaturan mengenai perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup dalam UU sebelumnya. Pemerintah kemudian mengesahkan
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. UUPPLH tahun 2009 menambahkan peraturan  mengenai

pertanggungjawaban pidana dan perlindungan bagi korban lingkungan hidup.

® Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam RUU KUHP- position Peper Advokasi RUU
KUHP Seri 6, http://www.elsam.or.id., him. 2-3. Akses 29 September 2013.
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Dalam konteks ajaran Islam, jauh sebelum persoalan mengenai lingkungan
hidup muncul, Islam telah terlebih dulu memberikan peringatan lewat ayat-ayat
al-Qur’an mengenai lingkungan hidup. Urusan lingkungan hidup merupakan
bagian yang integral dalam Islam. Jelas bahwa tugas manusia di bumi adalah
menjaga dan memelihara kelestarian lingkungan. Seperti yang di jelaskan dalam
firman Allah yang berbunyi:
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Dari paparan masalah yang telah diuraikan di atas, penyusun membahas
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban dalam UU No.
32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di
Indonesia.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penyusun merumuskan suatu
permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana hukum pidana Islam memandang pertanggungjawaban tindak
pidana korporasi terhadap korban dalam UUPPLH Tahun 2009?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui tentang pengaturan pertanggungjawaban pidana

korporasi menurut hukum Islam di bidang lingkungan hidup.

* Al-A’raf (7): ayat 56.



- Menjelaskan  tentang  perlindungan  korban sebagai  bentuk
pertanggungjawaban dari tindak pidana korporasi dalam hukum pidana
Islam di bidang lingkungan hidup.
2. Kegunaan Penelitian
Secara teori adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan
mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban tindak
pidana korporasi dalam hukum Islam. Secara akademis adalah untuk
menambah ilmu pengetahuan dan pustaka kelslaman terutama di bidang
lingkungan hidup.
D. Telaah Pustaka
Kajian yang membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi
terhadap korban di bidang lingkungan hidup dalam perspektif hukum pidana
Islam masih terlalu sedikit. Dalam perspektif hukum positif Indonesia pun belum
terlalu banyak yang membahas secara spesifik mengenai persoalan tersebut.
Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korban di bidang lingkungan
hidup merupakan sebuah permasalah yang cukup kompleks, sehingga masih
jarang buku yang memspesifikaskan mengenai hal tersebut. Akan tetapi, penulis
mencoba mengkaitkannya dengan kajian-kajian yang menyinggung mengenai
tema penelitian dan lebih memfokuskan pada persoalan mengenai tema yang
penulis angkat.
Di antara kajian-kajian tersebut adalah buku yang ditulis oleh Mohammad
Topan, yang berjudul “Tindak pidana Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup

Perspektif Viktimologi dalam Pembaharan Hukum Pidana di Indonesia.” Buku ini



memapaparkan analisis terhadap perundang-undangan di bidang lingkungan hidup
terkait penegakan hukum lingkungan dan analisis terhadap fenomena tindak
pidana korporasi di bidang lingkungan hidup.®

Selanjutnya, karya ilmiah dari Evan Elroy Situmorang, “Kebijakan Formulasi
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Tindak pidana
Korporasi,”. Dalam tesis ini membahas tentang bagaimana pertanggungjawaban
terhadap korban tindak pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di
Indonesia.  Salah  satunya dalam tesis ini  membahas  mengenai
pertanggungjawaban korporasi terhadap korban dalam UU No. 23 Tahun 1997
tentang Lingkungan Hidup.®

Karya ilmiah yang ditulis oleh Henny Darmayanti yang berjudul
“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana Lingkungan
Hidup” yang merupakan tesis Magister IImu Hukum Universitas Diponegoro
tahun 2002. Dalam tesis ini membbahas mengenai pertanggungjawaban tindak
pidana korporasi dalam UU No. 23 Tahun 1997. Selain itu, juga meneliti

mengenai penerapan ketentuan UUPLH terhadap kasus-kasus TPLH.’

®> Mohammad Topan, Tindak pidana Korporasi di Bdang Lingkungan Hidup: Perspektif

Viktimologi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Nusa Media, 2009).

® Evan Elroy Situmorang, Kebijakan Formulasi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Terhadap Korban Tindak pidana Korporasi, Tesis Magister Universitas Diponegoro, 2008.

" Henny Darmayanti, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Tindak Pidana

Lingkungan Hidup, tesis Magister IImu Hukum Universitas Diponegoro, 2002.



Berdasarkan karya-karya ilmiah yang telah disebutkan di atas, penyusun
berkesimpulan bahwa belum ada buku maupun karangan yang membahas tentang
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban di bidang Lingkungan
Hidup dilihat dari hukum Islam. Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji
mengenai tema tersebut.

E. Kerangk Teoritik

Pada dasarnya negara menciptakan hukum bertujuan untuk melindungi
rakyatnya. Akan tetapi, dalam beberapa kasus hukum malah tidak berpihak
kepada korban. Perlindungan terhadap tindak pidana harus dapat memberikan rasa
keadilan bagi korban serta menimbulkan deterrent effect bagi pelakunya.

Dalam upaya penanggulangan dan pencegahan tindak pidana dapat dilakukan
melalui suatu kebijakan kriminal. Kebijakan tersebut merupakan suatu bagian
integral dari upaya perlindungan masyarakan (social defence) dan upaya mencapai
kesejahteraan masyarakat (social welfare).® Apabila tindak pidana tersebut
dilakukan oleh korporasi, penentuan kebijakan mengenai pertanggungjawabannya
berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh perseorangan.

Mengenai kedudukan sebagai pembuat dan sifat pertanggungjwaban
korporasi, ada beberapa toeri yang digunakan dalam menentukan
pertanggungjawaban terhadap korporasi. Teori-teori tersebut adalah teori
identifikasi, strict liability dan vicarious liability.

1. Teori identifikasi

® Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), him. 2.



Menurut teori ini korporasi dapat melakukan tindak pidana melalui orang-
orang yang berhubungan dengan korporasi dan dipandang sebagai perusahaan
itu sendiri. Teori identifikasi pada dasarnya mengakui tindakan anggota
tertentu selama anggota itu berkaitan dengan korporasi. agen tertentu dalam
korporasi dianggap sebagai directing mind.

2. Teori strict liability

Teori ini disebut juga dengan absolute liability (pertanggungjawaban
mutlak). Teori absolute liability adalah pertanggungjawaban pidana tanpa
keharusan untuk membuktikan danya kesalahan. Berdasarkan teori ini,
seseorang dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidana tertentu tanpa
melihat adanya kesalahan.’

3. Teori vicarious liability

Teori vicarious liability atau teori pertanggungjawaban pengganti adalah
prinsip  pertanggungjawaban pidana di mana seseorang dimintai
pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana orang lain untuk dan atas
nama dirinya atau dalam batas-batas perintah dirinya.*

Pertanggungjawaban pidana berdasarkan teori strict liability melihat bahwa

dalam membebani pertanggungjawaban bagi pelaku tidak perlu adanya unsur

kesalahan. Dalam hal ini, unsur kesalahan dapat dilihat dari ada ada tidaknya

unsur kesengajaan atau kelalaian didalamnya. Unsur kesalahan dalam Islam

*Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,(Jakarta: Kencana,

2010), him. 107.

19 1bid.



dilihat dari ada tidaknya niatan dari pelaku tindak pidana tersebut, seperti dalam
hadis Nabi s.a.w:
5 gila (s el SR 5 il Jle YV LG
Ada tiga teori yang menjelaskan mengenai kesengajaan dan kekeliruan.
Teori-teori tersebut adalah sebagai berikut :
a. Teori Imam Malik

Teori ini memisahkan antara jarimah sengaja dan jarimah tidak sengaja.
Pada kedua keadaan ini pembuat bertanggungjawab atas akibat yang terjadi.
Pemisahan terhadap jarimah ini tidak terletak pada perbuatan materiil itu
sendiri yang dikerjakan pembuatnya, melainkan terletak pada niatan pembuat
saat melakukan perbuatannya.*?

Jika si pembuat mempunyai niatan hendak melawan hukum (menyalahi
syari’at) maka perbuatannya dianggap sengaja dan apabila tidak mempunyai
niatan maka tidak dianggap sengaja. Apabila perbuatan si pembuat
mengakibatkan kematian, maka ia bertanggungjawab atas kematiannya dan
jika berakibat hilangnya anggota badan atau kegunaannya maka

bertanggungjawab pula atas demikian.

' Imam Al-Bukhary no. 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689 dan 6953, Imam Muslim no. 3530
dan lain-lain dari jalan Yahya bin Sa’id Al-Anshory dari Muhammad bin lbrahim at-Taimy dari
‘Algomah bin Waqqosh Al-Laitsy dari ‘Umar ibnul Khoththob radhiallahu ‘anhu, http://

www.almakassari.com, akses 22 Maret 2014.

12 A. Hanafi, Asas-asas Hukum Pidana Islam, cet. Ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967),
him 168.
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Menurut Imam Malik, pembuat jarimah harus bertanggungjawab atas
perbuatannya yang disengaja, baik itu sendiri dikehendaki (dicari) atau tidak,
diniatkan sebelumnya atau tidak, baik akibat-akibat tersebut sangat mungkin
terjadinya atau jarang-jarang terjadi.*

b. Teori Hanafi

Dasar pemisahan jarimah menurut mazhab Hanafi antara jarimah sengaja
dan jarimah tidak sengaja terletak pada niatan si pembuat. Apabila pada
perbuatanya mengandung unsur sengaja melawan hukum maka perbuatan
tersebut disebut jarimah sengaja. Jika unsur sengaja melawan hukum tidak
ada maka bukan jarimah tidak sengaja.

Pada jarimah selain pembunuhan, para fugaha hanya mensyaratkan kasad
umum, yaitu di mana pembuat dengan sengaja melakukan suatu perbuatan di
mana ia mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang. Apabila kasad
tersebut ada maka pembuat bertaanggungjawab atas akibat dari perbuatannya,
baik dikehendaki atau tidak, baik sangat besar kemungkinannya terjadi atau
jauh kemungkinannya terjadi.**

C. Teori Imam Syafi’i

Pendapat ini memisahkan antara jarimah sengaja dengan jarimah semi
sengaja. Pembuat dianggap melakukan jarimah sengaja, selama ia dengan
sengaja mengadakan perbuatannya dan menghendaki pula hilangnya nyawa

korban. Akan tetapi, jika dengan sengaja melakukan perbuatannya dengan

13 1bid., him. 169.

% 1bid., him. 170.
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tidak menghendaki hilangnya nyawa si korban, tetapi terjadi hilangnya nyawa

korban meskipun perbuatnnya tidak membawa kematian, maka perbuatan

tersebut termasuk jarimah semi sengaja.’®

Pada dasarnya unsur semi sengaja terdiri dari unsur, kesengajaan dan
kelalaian (al-khata’), karena pembuat dengan sengaja melakukan perbuatan
tetapi tidak menghendaki akibat-akibatnya dan karena akibat pada perbuatan
semi sengaja tidak ditimbulkan dari perbuatan itu. Dapat diartikan juga
bahwa si pembuat melakukan perbuatan tersebut, tetapi dia lalai dalam
memperhitungkan akibat dari perbuatnya. Pertanggungjawaban dari
perbuatan semi sengaja ini adalah si pembuat bertanggungjawab atas akibat-
akibat yang dikehendaki dengan perbuatanya. Disamping itu, juga
bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya meskipun
tidak dikehendaki.

Ada tiga unsur di mana perbuatan dikatakan sebagai suatu kesalahan, yaitu
kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan dan kelalaian/kealpaan, alasan
pemaaf. Unsur pertama adanya kesalahan adalah kemampuan bertanggungjawab,
yang pada hakikatnya merupakan keadaan batin si pembuat. Artinya, seseorang
baru bisa dimintai pertanggungjawaban apabila orang tersebut dianggap mampu
bertanggungjawab.’® Menurut Simon, kemampuan bertanggungjawab dapat

diartikan sebagai keadaan psychis. Seseorang dianggap mampu bertanggungjawab

% 1bid., him. 171.

° Tongat, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan,
(Malang: UMM Pers, 2009), him. 226.
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apabila jiwanya sehat, yaitu mampu menyadari atau mengetahui, bahwa
perbuatannya bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendak sesuai
dengan kesadaran tersebut.

Dalam KUHP kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44.
Dalam pasal tersebut didak dijelaskan secara rinci apa itu kemempuan
bertanggungjawab, tetapi hanya merumuskan kapan seseorang dianggap tidak
mampu bertanggungjawab. Unsur kedua adanya kesalahan adalah kesengajaan
atau kealpaan. Dalam KUHP kesengajaan dapat diartikan sebagai menghendaki
dan mengetahui (willen en wetens). Unsur yang ketiga adalah tidak adanya alasan
penghapus kesalahan (alasan pemaaf). Artinya, seseorang yang telah melakukan
tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban. Apabila unsur-unsur tindak
pidana ada pada orang yang melakukan perbuatan tersebut, maka orang yang
bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan atau dapat dipidana. Akan tetapi,
apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang menghapuskan pidana maka
orang tersebut tidak dibebani pertanggungjawaban pidana.

Untuk menerapkan perlindungan bagi korban tindak pidana maka konsep
yang diterapkan harus memberi kemanfaatan bagi korban. Selain itu, pelaku harus
mempertanggungjawabankan apa yang diperbuatnya, yaitu dengan proses
peradilan atau dengan memberikan ganti kerugian serta pemulihan kepada korban.
F. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ilmiah, metode adalah cara kerja untuk memahami objek

yang sedang diteliti. Metode penelitian tersebut umumnya meliputi:
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1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah
penelitian pustaka (library research) yaitu penelusuran literatur yang
bersumber dari buku, media, pakar, hasil penelitian orang lain yang
dikumpulkan untuk menyusun dasar teori dan sebagai sumber data yang kita
gunakan dalam melakukan penelitian.
2. Sifat/ Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatoris atau confirmatory research, dalam hal
ini penyusun mencoba menerangkan perbuatan apa saja yang telah
ditetapkan/dirumusan sebagai perbuatan pidana korporasi di dalam UUPPLH
Tahun 2009. Penyusun juga menerangkan bagaimana rumusan dan bentuk
pertanggungjawaban pidana korporasi yang diterapkan dalam UUPPLH
Tahun 2009 serta menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap
pertanggungjawaban pidana korporasi yang diberlakukan di dlm UUPPLH
Tahun 20009.
3. Pengumpulan Data

Karena penelitian ini adalah kajian kepustakaan, maka pengumpulan data
dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berupa tulisan atau karya
ilmiah yang berkaitan dengan tema dari penelitian yang dikaji. Sumber yang
akan digunakan adalah Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009, berbagai aspek hukum analisis

mengenai dampak lingkungan, serta kitab-kitab Ushul Figh.
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4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data
kualitatif. Penyusun mengkualifikasikan data-data yang telah diperoleh dan
disusun kemudian didiskripsikan.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan
pendekatan normatif-yuridis yaitu mendekati masalah pertanggungjawaban
pidana korporasi terhadap korban di bidang lingkungan hidup dengan
mendasarkan pada UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, teks Al-quran dan Hadis serta pendapat para

ulama terdahulu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan mengerahkan pembahasan skripsi ini, penyusun
memuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah
sebagai dasar merumuskan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah
pustaka, kerangk teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua menjelaskan mengenai teori tentang korporasi dan tindak pidana
korporasi secara umum. Bab ini memaparkan mengenai perlindungan bagi korban
tindak pidana korporasi. Selain itu, dalam bab ini juga menjelaskan hukum Islam
menjelaskan mengenai tindak pidana lingkungan hidup.

Bab ketiga akan menjelaskan tentang UULH itu sendiri. Bab ini juga

memaparkan pertanggungjawaban yang diberikan terhadap korporasi serta
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menjekaskan pasal-pasal pertanggungjawaban bagi korban tindak pidana
korporasi di bidang lingkungan hidup.

Bab keempat memaparkan analisis penulis yang berpijak dari bab-bab
sebelumnya untuk memperjelas apa yang ada dalam rumusan masalah.Bab kelima

merupakan penutup yang memuat tentang kesimpulan serta kritik dan saran.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan di atas dan memperhatikan
latar belakang masalah yang ada maka dapat disimpulkan bahwa
pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi menganut dua asas:

1. Strict liability atau pertanggungjawaban tanpa kesalahan. Artinya,
seseorang dapat dikenai pertanggungjawaban pidana tanpa melihat adanya
unsur kesalahan. Pelaku dapat dipidana apabila telah ada perbuatan
melanggar hukum yang dilakukan. Dalam hal ini terdapat dalam Pasal 88
UUPPLH tahun 2009. Asas ini dapat dikatakan merupakan suatu bentuk
perlindungan bagi korban TPLH, karena pelaku dapat secara langsung
dibebani tanggungjawab tanpa harus membuktikan kesalahannya lebih
dulu.

2. Vicarious Liability —atau pertanggungjawaban pengganti, yaitu
pertanggungjawaban yang dibebankan oleh orang lain atas perbuatan
orang lain. Dalam hal ini terdapat dalam Pasal 116 UUPPLH dan Pasal
118. Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dibebabkan kepada :

a. Badan usaha
b. Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin dalam
tindak pidana

c. Pengurus atau pemimpin badan usaha.

67
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Perlindungan bagi korban TPLH diatur dalam UUPPLH tahun 2009. Di mana
untuk melindungi korban UUPPLH tahun 2009 menerapkan asas primum
remedium. Korban dapat meminta pertanggungjawaban kepada pelaku melalui
hukum pidana tanpa harus menjadikan sebagai upaya hukum terakhir. Asas
ultimum remedium hanya berlaku pada satu Pasal yaitu, Pasal 100 UUPPLH
tahun 2009. Selain penerapan asas primum remedium, perlindungan bagi korban
yang sifatnya materi adalah dengan pemberian denda atau ganti rugi dan tindakan
pemulihan.

Dalam hukum pidana Islam pertanggungjawaban terhadap korporasi
dibebankan kepada orang-orang yang bertindak atas nama badan hukum.
Pertanggungjawaban dilihat dari tiga unsur yaitu, kemampuan bertanggungjawab,
kesalahan, dan unsur pemaaf. Untuk menentukan adanya kesalahan dilihat dari
ada tidaknya unsur kesengajaan atau kelalaian. Unsur-unsur tersebut dapat
dikaitkan dengan asas strict liability.

Selain itu, tindak pidana korporasi hanya dapat dilakukan dengan penyertaan.
Artinya bahwa korporasi tidak dapat melakukan tindakan dengan sendiri tetapi
ada seseorang yang turut berbuat jarimah (al-istirak fi al-jarimah). Sehingga
dalam penentuan pertanggungjawabannya didasari pada adnya perbuatan yang
dapat menghapuskan pidana. Dalam hal ini adalah karena perintah jabatan, daya
paksa dan ancaman.

Islam telah mengatur mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana

(jarimah). Perlindungan tersebut berdasarkan prinsip al- maqasid as-syari’ah



69

yang mengutamakan kemaslahatan yang terdiri dari lima hal, yaitu hifz al-Din,
hifz al-Nafs, hifz al-Mal, hifz al-‘Aq!, hifz al-Nasl.

Sedangkan bentuk perlindungan bagi korban jarimah, Islam menentukannya
dengan melihat jenis jarimah yang dilakukan. Dalam hal ini, TPLH merupakan
Jjarimah ta zir, sehingga hukuman yang diberikan adalah dengan hukuman ta zir.
Pertanggungjawaban bagi pelaku terhadap korban dalam jarimah tazir adalah
dengan memberikan denda dan tindakan pemulihan.

Pertanggungjawaban korporasi terhadap korban dalam hukum Pidana Islam
sejalan dengan konsep pertanggungjawaban dalam UUPPLH tahun 2009.
Sehingga Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana sebagai bentuk
perlindungan dalam UUPPLH juga sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu
menjaga kemaslahatan manusia.

B. Saran

1. Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana perlu secara terus
menerus diupayakan agar terpelihara kesejahteraan bagi korban TPLH.

2. Semua pihak, baik aparat penegak hukum, badan hukum atau korporasi
dan masyarakat harus bersama-sama menjaga lingkungan hidup dengan
baik.

3. Badan hukum atau korporasi dalam menjalankan usahanya harus

menetapkan manajeman perusahaan yang bersifat ramah lingkungan.
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LAMPIRAN I
TERJEMAHAN AL-QUR’AN DAN AL-HADIS

No |HIm [Fn | Terjemahan
BAB I
Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan)
1 14 4 dengan baik. Berdoalah pada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap.
' Sesungguhnya rahmat Allan sangat dekat kepada orang yang brbuat
kebaikan.
Sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niatan-
2. 19 11 . X S
niatannya dan setiap orang hanya mendapatkan apa yang dia niatkan.
BAB 11
3 |20 93 Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak
' didekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabat.
Maka betapa banyak negeri yang Kami binasakan karena
4. |20 24 !
(penduduk)nya dalam keadaan zalim
Aku tempatkan diriku terhadap baital mal muslimin di tempat kuratili
5 121 27 - 4
(perwalian) para anak yatim.
Dan Kami telah mengutus engaku (Muhammad) melainkan untuk
6. |29 38 g .
(menjadi) rahmat bagi seluruh alam
Jika ada seseorang yang menahan orang dan ada orang lain yang
7. 133 47 | membunuhnya, maka bunuh orang yang membunuh dan kurunglah
orang yang menahan
Setiap orang yang berbuat jarimah secara tawafug dituntut
8. |35 51 . X
berdasarkan perbuatannya masing-masing
Sesungguhnya Kami telah turunkan kepadamu Kitab (ini) dengan
0. |36 54 membawa kebenaran, supaya engkau menghukum diantara manusia
' dengan (faham) yang Allah tunjukkan kepadamu, dan janganlah
engkau jadi pembela bagi orang-orang yang khianat
10. | 38 57 | Hindarilah hukuman had karena unsur syubhat
11| 38 58 Tetapi barang siapa yang dimaafkan sesuatu baginya dari saudaranya,
' maka (hendaklah) ia membalas dengan kebaikan
BAB IV
12 | 66 o Sesungguhnya Allah telah menanggalkan dari umatku orang yang

keliru, orang yang lupa, dan apa yang dipaksa kepadanya




LAMPIRAN 11
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. A.Hanafi, M. A

Beliau adalah seorang dosen di Fakultas Syari’ah TAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta (UIN) pada tahun 1968. Beliau memperoleh gelar kesarjanaan dalam
bidang ilmu Syari’ah di Universitas Kairo Mesir, diantara karyya ilmiahnya
adalah Asas-asas Hukum Pidana Islam, Pengantar Teologi Islam dan lain
sebagainya.

2. Hasbi Ash-shieddieqy

Beliau lahir pada 10 Maret 1904 di Loeksumawi. Beliau mendapat
bimbingan dari ulama Muhammadiyah Bin Salim il-Kalali. Tahun 1930 beliau
belajar di Al-lrsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubeis. Kemudian
pada tahun 1982 memimpin sekolah Al-Irsyad di Loeksumawi. Tahun 1930 beliau
menjadi kepala sekolah al-Huds di Krung Mane, mengajar HIS dan MULO
Muhammadiyah, ketua Jong Islamatin Bond Aceh. Tahun 1940-1942 menjadi
direktur Darul Mu’allimin Muhammadiyah Kutaraja, membuka Akademik Bahasa
Arab tertinggi di Aceh.

Karir beliau sebagai pendidik antara lain: dekan Fakultas Syari’ah di
Universitas Sultan Agung Semarang. Guru besar dan Dekan Fakultas Syari’ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (196). Beliau juga guru besar di Ull Yogyakarta
dan rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu, beliau juga
mewakili ketua lembaga Penerjemah dan Penafsir Al-Qur’an, departemen Agama,
ketua Lembaga Figih Islam Indonesia (Lefsii), anggota majlis Ifta Wattarjih Al-
Irsyad. Beliau wafat pada 9 Desember 1975.

3. Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H. LL.M

Beliau lahir di Tebing Tinggi, Sumatra utara pada tanggal 30 Desember 2008.
beliau merupakan hakim agung MA RI dan juga menjabat sebagai Wakil
Koordinator Tim Pembaharuan Peradilan. Beliau menyelesaikan studi S1 (S.H.) di
Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada 1 April 1980 beliau dianggkat
menjadi dosen Fakultas hukum Andalas. Pada tahun 1987 beliau meraih gelar
Master of Laws (LL.M) pada Fakultas Hukum Universitas Dalhousie, Halifax
Canada dan kemudian memperoleh gelar Doktor ilmu hukum Lingkungan dari
Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1997.

Karir beliau antara lain : pernah menduduki jabatan sebagai Pembantu Dekan
Il tahun 1998-2002 dan sebaggai Dekan tahun 2002-2006 Universitas Andalas.
Beliau pernah menjadi peneliti pada Indonesian Center for Environmental Law
(ICEL) tahun 1995-2008. Beliau juga sebagai pendiri Indonesian Institute for
Conflict Transformation (ITCT). Karya-karya tulisnya sudah banyak yang
diterbitkan salah satunya adalah Hukum Lingkungan di Indonesia.



4. Prof. Dr. I.S. Susanto, S.H.

Beliau lahir pada tanggal 31 Juli 1939. Beliau merupakan guru besar
kriminologi pada Fakultas Dipinegoro. Semasa Hidupnya beliau pernah mengajar
sebagai ketua Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP. Beberapa karya tulis,
makalah dan buku cukup banyak diantaranya Kejahatan Korporasi, Lembaga
Pranata Hukum dan Kriminologi.



LAMPIRAN 111
CURRICULUM VITAE

Identitas
Nama : Atik Ratnasari

Tempat tanggal lahir : Temanggung, 29 April 1992

Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat asal : Dusun Bulu Rt 01/Rw 04, Desa Bulu, Kec. Bulu, Kab.

Temanggung, Jawa Tengah

Pendidikan
= SDN Negeri Bulu (1998-2004)
= SMP N 1 Bulu (2004-2007)
= MA N Parakan Temanggung (2007-2010)
= UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2010-sekarang)

Organisasi
=  HMI (Himpunan Mahasiswa Islam)
» PSKH (Pusat Studi dan Konsultasi Hukum)



	HALAMAN JUDUL
	ABSTRAK.pdf
	SURAT PERNYATAAN
	SURAT PERSETUJUAN
	PENGESAHAN
	MOTTO.pdf
	HALAMAN PERSEMBAHAN.pdf
	Kata pengantar.pdf
	SISTEM TRANSLITERASI ARAB.pdf
	daftar isi.pdf
	BAB I.PENDAHULUAN
	A. Latar Belakang Masalah
	B. Pokok Masalah
	C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian
	D. Telaah Pustaka
	E. Kerangk Teoritik
	F. Pendekatan Penelitian
	G. Sistematika Pembahasan

	BAB II.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DAN PERLINDUNGAN KORBAN PIDANA MENURUT HUKUM ISLAM
	A. Korporasi dan Tindak Pidana Pidana Korporasi Dalam Hukum Pidana Islam
	B. Korban dan Perlindungan Korban Pidana Dalam Hukum Islam
	C. Pertanggungjawaban terhadap korban pidana korporasi menurut hukum Islam

	BAB III.PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
	A. Latar belakang digantinya UU No. 23 tahun 1997 jo UUPPLH Tahun 2009
	B. Tindak pidana dalam UUPPLH Tahun 2009
	C. Perlindungan korban dalam UUPPLH Tahun 2009
	D. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UUPPLH Tahun 2009

	BAB IV.ANALISIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KORBAN DALAM UU NO. 32 TAHUN 2009
	A. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam UU No. 32 Tahun 2009
	B. Perlindungan Korban Pidana Korporasi Dalam UU No. 32 Tahun 2009
	C. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Korban Dalam UUPPLH Tahun 2009 Berdasarkan Hukum Islam

	BAB V.PENUTUP
	A. Kesimpulan
	B. Saran

	DAFTAR PUSTAKA
	LAMPIRAN
	Lampiran 1 (terjemahan ayat).pdf
	LAMPIRAN II biografi.pdf
	LAMPIRAN III CV.pdf


